
 

 
 

 
 

GUBERNUR BALI 
 

PERATURAN GUBERNUR BALI 
 

NOMOR  74  TAHUN  2020 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50       

TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH                   
NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  

PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

GUBERNUR BALI, 
 
 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja  Pimpinan dan Anggota 
DPRD dalam mempercepat pencapaian visi pembangunan 

daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola 
Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru, 

maka perlu didukung dengan pemberian kompensasi yang 
proporsional dan akuntabel ; 

 

  b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017      
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 

Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali 
Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6     
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota DPRD, sudah tidak sesuai dengan 
kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu 

diubah;  
 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 

Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017   

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota DPRD; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara 

Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 
 

SALINAN 



 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan       
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        
Nomor 6398); 

 
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

  4.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6057); 
 
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman    
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2011 Nomor 310); 
    
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

 
 

 
 

 
 



  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah 
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1067); 

 
 9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014  

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7); 

 
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6); 

  

 
MEMUTUSKAN: 

 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT 
ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 50 TAHUN 2017 
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 

NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN 
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD. 

 
Pasal I 

 
Ketentuan Pasal 10 Peraturan Gubernur Bali Nomor 50              
Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota DPRD (Berita Daerah Provinsi Bali 

Tahun 2017 Nomor 50) yang telah beberapa kali diubah dengan 
Peraturan Gubernur: 

a.   Nomor 106 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2017 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota DPRD (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 

Nomor 106); 
b.   Nomor 67 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Gubernur Bali Nomor 50 Tahun 2017 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6     
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota DPRD (Berita Daerah Provinsi Bali 
Tahun 2019 Nomor 70); dan 

c.   Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2017 tentang 

Peraturan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah    
Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Berita Daerah 

Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 57); 
diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: 

 
 

 

 



Pasal 10 
 

(1)  Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus 

sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang 
berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan 
Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, 

gas, dan telepon. 
(2)  Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus 

sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang 
berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi 

Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya 
operasional kendaraan dinas jabatan. 

(3)  Tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD 

diberikan setiap bulan yaitu: 
a. Ketua DPRD sebesar Rp.47.010.000,00 (empat puluh 

tujuh juta sepuluh ribu rupiah) termasuk pajak;  
b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.39.000.000,00 (tiga puluh 

sembilan juta rupiah) termasuk pajak; dan  
c. Anggota DPRD sebesar Rp.31.560.000,00 (tiga puluh 

satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) termasuk 

pajak. 
(4)  Tunjangan transportasi Anggota DPRD diberikan setiap 

bulan sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta 
rupiah) termasuk pajak. 

(5)  Tunjangan transportasi Anggota DPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), sudah termasuk sewa mobil, bahan 
bakar minyak, dan sopir. 

       

Pasal II 
 

Peraturan Gubenur ini mulai berlaku pada                      

tanggal 4 Januari 2021. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Provinsi Bali. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Diundangkan di Bali 
pada tanggal 29 Desember 2020 

 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 
 

 
                               ttd 

 
DEWA MADE INDRA 

 

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020 NOMOR 74 

 

Ditetapkan di Bali 

pada tanggal 29 Desember 2020 

GUBERNUR BALI, 

 

            ttd 

 

WAYAN KOSTER 

 

 

 

 

PARAF KOORDINASI 

Asisten Pemerintahan dan 
Kesra 

 

Kepala Biro Hukum  

Kepala BPKAD  

 


